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

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu
entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,
khususnya pada sektor perdagangan;

b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha
perdagangan retail modern dalam skala besar,
maka diperlukan usaha perlindungan terhadap
pasar tradisional agar mampu bertahan dan
berkembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Pasar Tradisional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
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12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor
19);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Lampung
Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung
Timur yang membidangi pasar.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat
bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih
dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun
pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan,
perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah, berupa tempat usaha yang berbentuk toko,
kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

8. Perlindungan Pasar Tradisional adalah segala upaya pemerintah
daerah dalam melindungi pasar tradisional dari persaingan
yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan
sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang
menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

9. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar
tradisional.
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10. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya pemerintah
daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar
mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat
perbelanjaan dan toko modern.

11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata
ruang.

12. Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan
yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta
disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan
tempat-tempat penjualan umum.

13. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah
pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di
lokasi pasar tradisional.

14. Revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan
atau menggiatkan kembali.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional
meliputi:
a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, nyaman,

bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian

daerah; dan
d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat

perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi
perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang
ada di wilayah daerah.

BAB III
KRITERIA PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

(1) Kriteria pasar tradisional antara lain:
a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah,

swasta dan koperasi;
b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;

dan
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d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku
lokal.

(2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, BUMD
termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok
masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan
dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang daerah
termasuk peraturan zonasinya.

BAB IV
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan
terhadap pasar tradisional dalam aspek:
a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar

tradisional;
b. persaingan dengan pelaku usaha pasar modern baik

dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
c. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin

keberlangsungan usaha.

(2) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat
diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi
agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman,
aman, memiliki keunikan, menjadi ikon daerah dan memiliki
nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Pasal 6

(1) Untuk melindungi pasar tradisional penyelengaraan dan
pendirian pasar modern wajib memperhitungkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha
kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang
bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan jarak radius minimal
1000 meter dari pasar tradisional terdekat.


